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Sejauh ini asas penataan ruang itu masih cenderung antroposentris. Secara
universal antroposentris dan eksosentris adalah paradigma arus utama dalam
mendiskusikan  keadilan dalam  pendistribusian  manfaat  lingkungan.
Antroposentrisme sendiri merupakan teori etika lingkungan hidup yang
menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem semesta, sehingga manusia dan
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keberlanjutan; d) keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; e) keterbukaan; f)

kebersamaan dan kemitraan; g) pelindungan kepentingan umum; h) kepastian

hukum dan keadilan; dan i) akuntabilitas. Namun sayangnya UU No. 26 Tahun

2007 ini tidak menjelaskan sembilan asas ini dengan jelas. Susiani dalam bukunya

yang berjudul “Hukum Tata Ruang” memberikan penjelasan terhadap masing-

masing asas itu sebagai berikut’:
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1.
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Keterpaduan Penataan ruang diselenggarakan dengan
mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat
lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku
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adalah  pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat.
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mendapatkan informasi yang berkaitan dengan
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kemitraan seluruh pemangku kepentingan

7.  Perlindungan Penataan ruang diselenggarakan dengan
kepentingan mengutamakan kepentingan masyarakat.
umum

8. Kepastian hukum Penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan
dan keadilan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan

bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan
mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta
melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara
adil dengan jaminan kepastian hukum.
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memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Keempat, keberdayagunaan dan
keberhasilgunaan berarti bahwa penyelenggaraan penataan ruang mengoptimalkan
manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin
terwujudnya tata ruang yang berkualitas. Kelima, keterbukaan adalah penataan
ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada

masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
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terasa jelas pada beberapa asas keterpaduan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan
keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan
kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas. Asas-asas
ini masih terkesan meletakkan kepentingan manusia menjadi pusat atau prioritas

penataan ruang. Padahal, idealnya, UU No. 26 Tahun 2007 menjadi norma positif



yang dapat menyelaraskan hubungan antara manusia dan lingkungannya sebagai
sebuah tatanan sosial yang utuh. Sehingga hukum penataan ruang tidak
mendikotomi dan memisahkan manusia dari bagian ekosistem

Hari ini, permasalahan hukum konkret yang sedang dihadapi oleh manusia
adalah vis-a-vise antara hak atas kesejahteraan (meliputi pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi) dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
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hidup manusia, seperti hak untuk mendapatkan hidup yang layak, kesehatan'é,
makanan, udara yang tidak tercemar!’, dan kebutuhan lainnya. Sehingga benarlah
apa yang telah dikatakan oleh Cima'® bahwa hak hidup yang melekat pada setiap

individu manusia sangat bergantung pada ketersediaan lingkungan hidup yang
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dapat dipisahkan. Ekosistem itu sendiri, merupakan komunitas makhluk hidup
yang mengatur dirinya sendiri, dan saling berinteraksi satu sama lain, dan juga
dengan lingkungannya?®. Sehingga dapat dipahami bahwa ekosistem itu

merupakan satu kesatuan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Missleini?!

menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi pada sebuah ekosistem dapat dilihat

dari kepunahan varietas atau berkurang atau hilangnya jenis hayati di dalam

' terjadi pada
hgan hidup®.

jenyelaraskan

kesejahteraan

manusia, na sics makhluk

dan pertumb

20 Abhijit Wit *O ey
ed. Shalinee Naidoo (Delve P Ag

2l Missleini, “Kerusakan LingKungamepa
Manusia,” ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora 1, no. 3 (June 11, 2023):
256-68, https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.418.

22 Dimas Moch Risqi, “Penegakan Hukum Lingkungan,” JHP 17 (Jurnal Hasil
Penelitian) 6, no. 2 (July 2021): 39—44, http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17.

23 Christiani Tanuri, “Penambangan Pasir Laut Yang Menimbulkan Kerusakan
Lingkungan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007,” Jurnal Education and
Development 8, no. 3 (2020).

2 Lazarus Ramandey, “Analisis Pengaruh Penataan Ruang Terhadap Kinerja
Pembangunan Wilayah Di Kabupaten Waropen Papua Indonesia,” Jurnal Presipitasi: Media
Komunikasi  Dan  Pengembangan  Teknik  Lingkungan 14,  no. 1 (2017),
https://doi.org/10.14710/presipitasi.v14i1.37-40.



pembangunan kawasan pariwisata?’, dan pertumbuhan wilayah?®. Di sisi lain,
penataan ruang berperan serta dalam mencemari air permukaan dan air tanah oleh
air asam yang mengandung besi sulfur seperti pyrite (FeS2) dan pyrotit (FeS)%,
akibat penggunaan ruang untuk kegiatan tambang batu bara. Atau tercemernya air
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manusia. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa contoh peristiwa. Pertama,
terkontaminasinya ikan oleh logam berat** yang dihanyutkan ke sungai oleh PT
Freeport berupa tembaga (Cu), Besi (Fe), Merkuri (Mg), dan Arsen (As)**. Kedua,
terganggunya fotosintesis dan kesehatan alga, fit-plankton®, dan terumbu
karang?® akibat air laut yang dikeruhkan®’ oleh kegiatan tambang pasir laut untuk

pembangunan Makassar New Port di Pesisir Galesong Kabupaten Takalar’®.
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adil bagi ekosistem, tidak semata untuk menjaga lingkungan hidup. Lebih jauh
lagi adalah untuk menghormati eksistensi unsur biotik dan abiotik ekosistem.
Eksistensi unsur-unsur ekosistem merupakan sesuatu yang harus dihormati*?
karena merupakan anugerah dari Tuhan. Ekosistem berkontribusi untuk

3
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dua kata yaitu “justice”, dan “ecological”. Justice (keadilan) dalam diskursus
hukum sering didefinisikan sebagai gagasan untuk mendapatkan apa yang layak,
adil, kebenaran moral, dan kesetaraan®’. Dalam teori ecological justice, keadilan
itu adalah tentang ketidakberpihakan, justice as impartiality. Baxter menjelaskan
di dalam “Ecological Justice And Justice As Impartiality” bahwa keadilan sebagai

ketidakberpihakan (justice as impartiality) merupakan teori keadilan yang

fairness yangjidi ? th lagi, Baxter
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bersama, dalam perdebatan politik yang bebas tentang berbagai macam perspektif
tentang keadilan®?.

Kemudian, kata yang kedua dari ecological justice yang akan diterangkan
di sini, adalah “ecological”. Ecological sendiri merupakan adjektiva, atau kata
sifat yang diartikan sebagai a) “conected with the relation of the plants and living

creatures to each other and to their environment” (yang berhubungan dengan
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kepedulian te secara bahasa
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totality or pattern of relations between organisms and environment" (keseluruhan
atau pola hubungan antara organisme dan lingkungannya)®’. Bahkan Odum
membenarkan definisi ekologi dari Webster's Unabridged Dictionary ini, hal ini
terlihat ketika ia mengatakan bahwa ekosistem, yang merupakan sebagai sebuah
sistem ekologi yang luas dan kompleks yang mencakup ribuan jenis organisme

yang berbeda dan hidup berdampingan dalam sebuah lingkungan’® sebagai
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January 30, 2023, https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/30/harapan-pada-perppu-cipta-
kerja.

% 1 Gede Yudi Arsawan and I Gede Yusa, “Dampak Perubahan Pengaturan Penataan
Ruang Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja,” Amsir Law Journal 5, no. 1 (October 18,
2023): 13-22, https://doi.org/10.36746/alj.v511.294, Hlm. 14.
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UU No. 6 Tahun 2023 adalah kehendak pemerintah yang ditolak oleh
rakyat. Sepanjang penelusuran literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa
penolakan akademisi terhadap kehadiran UU Cipta Kerja cenderung bersifat
politis seperti yang ditunjukkan oleh beberapa karya tulis ilmiah berikut. Pertama,
Zulkarnain & Priyanta dengan tulisan yang berjudul ”Kewenangan Pemerintah

Daerah Dalam Penataan Ruang Kawasan Perdesaan: Implikasi Perubahan

RDTR pengurusat
Niex
Kesesuaian Kegiatan |

berada di tangan pemerintah pusat. Arti kata, secara tidak langsung UU Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah melakukan sentralisasi kewenangan

65 Cut Sabina Zulkarnain and Maret Priyanta, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam
Penataan Ruang Kawasan Perdesaan: Implikasi Perubahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja,”
Bina  Hukum  Lingkungan 5, mno. 3 (July 2021): 416-31, https://www.bhl-
jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/166/114.
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pemberian izin pemanfaatan ruang dengan menggunakan sistem perizinan
berbasis Online itu.

Kedua, Sentralisasi kewenangan pemberian izin pemanfaatan ruang dalam
RUU Cipta Kerja dapat melemahkan pemantauan pemanfaatan ruang. Qodriyatun
berpendapat bahwa sentralisasi kewenangan penataan ruang dapat mengakibatkan

banjir di Provinsi Bengkulu akan semakin menjadi-jadi®®. Banjir yang terjadi di

minimnya pelgh i pomeri ¢hgan terjadinya

sentralisasi 1 1 ‘ - Keadaar ini d parah dengan
tidak adanya gh ruang yang
jelas dari peny ; rsebut®’,

ngan antara
dan Moh. Indra Ba@sawan | n erﬁlaz;l- ”Penataan Tata
Ruang Dalam Nasib Tanah Industri Pariwisata Pasca Undang- Undang Cipta

Kerja” menegaskan bahwa RUU ini lebih memanjakan investor untuk melakukan

% Sri Nurhayati Qodriyatun, “Bencana Banjir: Pengawasan Dan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang Berdasarkan UU Penataan Ruang Dan RUU Cipta Kerja,” Aspirasi: Jurnal
Masalah-Masalah Sosial 11, no. 1 (June 30, 2020): 29-42,
https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i1.1590.

67 Zulkarnain and Priyanta, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang
Kawasan Perdesaan: Implikasi Perubahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja.”
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investasi atau pemanfaatan ruang, sehingga hal ini akan membuka peluang untuk
terjadinya perampasan tanah demi kepentingan investor®®. Bahkan dalam
kesimpulan tulisan itu, mereka menekankan bahwa penjagaan terhadap hukum
tata ruang adalah hal yang penting karena berkaitan dengan upaya pelestarian
kearifan lokal yang merupakan bagian dari kekayaan bangsa ini.

Keempat, UU Cipta Kerja berpengaruh besar terhadap pemanfaatan ruang.

UU Cipta Kerja dieﬁmsm&tmmw han ekonomi pasca

merosotnya p li dan Sitorus

mengungkap ) ) am UU Cipta

Kerja meng

Beran maka dapat
disimpulkan tidak semata
berkaitan de gan dengan
ketersediaan lingk
yang baik dan sehat merupe tiap orang yang tidak dapat

dikurangi. Ketiga, sejauh ini literatur yang ada cenderung mempermasalahkan

pendistribusian kekuasaan dalam konteks penataan ruang antara pemerintah pusat

% Tiara Dwiyanti and Moh. Indra Bangsawan, “Penataan Tata Ruang Dalam Nasib Tanah
Industri Pariwisata Pasca Undang- Undang Cipta Kerja,” Seminar Nasional Pariwisata Dan
Kewirausahaan (SNPK) 2 (May 12, 2023): 732-38, https://doi.org/10.36441/snpk.vol2.2023.190.

% Andi Setyo Pambudi and Santun R.P. Sitorus, “Omnimbus Law Dan Penyusunan
Rencana Tata Ruang: Konsepsi, Pelaksanaan Dan Permasalahannya Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah
Wahana Bhakti Praja, October 29, 2021, 198-216, https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i2.2216.
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dan daerah. Keempat, melihat pada asas-asas penataan ruang yang ada di dalam
UU No. 26 Tahun 2007, dan latar belakang, serta perjalanan panjang UU Cipta
Kerja, sehingga penelitian menduga bahwa perubahan UU No. 26 Tahun 2007
dalam Pasal 17 UU No. 6 Tahun 2023 tidak sejalan dengan prinsip-prinsip
keadilan ekologi, sehingga dugaan ini perlu dibuktikan. Dan terakhir, diskursus

literatur yang ada tentang penataan ruang dan UU Cipta Kerja belum menyentuh

lingkungan h i ' n ahlsia. Untuk itu

kehadiran pchil ; PENATAAN
RUANG DI

Terhadap Pasé

Peraturan ahun 2022
Tentang Cip tidak semata
untuk mengisi g ﬁlendeskripsikan
keberdayaan penataan ruag ; < aErIl. mengatasi konflik

kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup dalam

sudut pandang keadilan ekologi

B. Rumusan Maslah
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pertanyaan besar yang

melatar belakangi penilaian ini adalah dari bagaimana penataan ruang dalam UU
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Cipta Kerja dapat mengatasi konflik kepentingan pembangunan ekonomi dan
perlindungan lingkungan hidup? Untuk itu penulis menyusun beberapa anak
pertanyaan yang dapat mengantarkan penelitian ini pada jawaban yang sesuai
untuk pertanyaan tersebut, sebagai berikut:

a) Bagaimana penerapan prinsip keadilan ekologi dalam Pasal 17 UU No. 6

Tahun 2023?

C.
dapat
117 UU No
b) Untu am Pasal 17
D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat bagi penelitian ini secara garis besar dapat
dikelompokkan sebagai berikut:

a) Bagi dunia pendidikan, penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan

akademik dalam perkembangan penelitian-penelitian terkait dengan

penataan ruang dan lingkungan hidup.
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b) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi
untuk memperluas pengetahuan mengenai perkembangan hukum penataan
ruang di Indonesia, dan implikasi penataan ruang terhadap terpenuhinya

hak manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

E. Keaslian Penelitian

Untuk membuktikan e itrame, ini, peneliti melakukan

pengamatan miliki topik

permasalaha g. Dari hasil
penelusuran ditemukan 7
Tesis dan 3 Dii perencanaan
, ditemukan
yang telah
Berikut akan
an ruang atau
penataan rua s LT AT kean oletrVIagi: ukum.
Pertams® 224 A arera [Imu Hukum
judul “Pengendalian Pembangunan Pertimahan Pada Kawasan Resapan Air Di
Kabupaten Merauke”. Tesis ini merupakan sebuah penelitian hukum empiris yang

mengambil lokasi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Tesis ini digarap oleh

Parera untuk menjawab 1) Mengapa terjadi alih fungsi kawasan resapan air untuk

70 Zegovia Parera, “Pengendalian Pembangunan Perumahan Pada Kawasan Resapan Air
Di Kabupaten Merauk” (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020).
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menjadi kawasan perumahan? Dan 2) Bagaimanakah implikasi hukum terhadap
alih fungsi kawasan resapan air yang menjadi kawasan perumahan?

Dengan menggunakan Teori Tanggung Jawab Hukum, Teori Perlindungan
Hukum, dan Teori Penegakan Hukum, Parera berhasil menemukan bahwa 1)
ketiadaan pengaturan secara rinci mengenai Zonasi Kawasan Perumahan dan

Permukiman, serta Kawasan Zona Resapan Air di dalam Peraturan Daerah No. 14

Tahun 2011 Tentang R paten Merauke Tahun

2010-2030 bg jadi kawasan
perumahan. 2 resapan air,
namun telah : akl fkepada status
kepemilikan

Keduai§masi i M2 a8dnuddin, pada
tahun 2022, _ e chuah | fiksis berjudul
“Penegakan . emukiman Di
Kecamatan (ilayah Kota
Makassar”. k menjawab
dua rumusan m i ?hadap kawasan
pemukiman di Kecamafan nrenca-ﬁl;l.‘;;ta ruang wilayah

Kota Makassar? dan, 2) Bagaimana penerapan sanksi terhadap pemanfaatan
kawasan pemukiman di Kecamatan Panakkukang berdasarkan rencana tata ruang

wilayah Kota Makassar?

' Dicky Prayogo, “Penegakan Hukum Pemanfaatan Ruang Terhadap Kawasan

Pemukiman Di Kecamatan Panakkukang Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar”
(Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022).
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Tesis yang disusun oleh Prayogo ini mengambil sosial-yuridis sebagai
metode penelitiannya. Atinya, Tesis ini menggunakan data primer berupa hasil
pengamatan atau tinjauan lapangan sebagai fakta hukum. Pengumpulan fakta
hukum secara langsung ini ia lakukan dengan menggunakan pendekatan
wawancara. Dengan menggunakan Teori Negara Hukum dan Teori Penegakan

Hukum yang dipadukan dengan metode sosial-yuridis, Tesis ini menemukan

Dan 2) bel ekti e ; vilayah Kota

a’?, Magister
Ilmu Hukum : akarta, telah

'tu e

Pemanfaatan Ruang Dalam

ana Akomodasi Pariwisata Di
Gili Trawangan”. Tesis yang menggunakan metode penelitian yuridis empiris
(sociolegal research) ini ditujukan untuk (1) Mengetahui dan mengkaji faktor-

faktor penyebab pelanggaran penataan tata ruang di Gili Trawangan (2) Mengkaji

2 Lalu Alvian Dwi Nugraha Saputra, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang Dalam Isu Pembangunan Sarana Akomodasi Pariwisata Di Gili Trawangan”
(Universitas Muhammadiyah, 2020).
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dan menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan tentang penataan
ruang di Gili Trawangan (3) Menyusun konsep ke depan guna penegakan hukum
terkait penataan ruang di Gili Trawangan.

Untuk mencapai tujuan ini, Saputra, mengajukan beberapa pertanyaan
sebagai rumusan masalahnya, yaitu: 1) Apa saja Faktor-faktor penyebab

pelanggaran penataan tata ruang yang berada di Gili Trawangan? 2) Bagaimana

penataan ruahi | an' ‘ ePIi Penegakan
Hukum, Sap
faktor kons i iti 3¢" I pelanggaran
pemanfaatan pelanggaran
pembanguna awasan Gili
Trawangan te n hukum tata

ruang. dan 3 R ' apkan aturan-

aturan yang i ang wilayah,

Keempat, sebuah disertasi berjudul “Pengawasan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Lingkup Kekuasaan Executive Dan

9973

Judicial telah dirampungkan oleh Rorry Pramudya”’”, seorang Doktor Ilmu

3 Rorry Pramudya, “ Pengawasan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Dalam Lingkup Kekuasaan Executive Dan Judicial” (Fakultas Hukum Universitas
Airlangga, 2020).
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Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, pada tahun 2020. Disertasi
ini merupakan sebuah penelitian hukum normatif, yang berarti dalam penelitian
ini Pramudya hanya menggunakan data-data sekunder baik itu berupa data hukum
primer, sekunder dan tersier. Sedangkan pendekatan masalah yang ia gunakan
meliputi a. Statute Approach, b. Case Approach, c. Historical Approach, d.

Comparative Approach, dan e. Conceptual Approach. Disertasi ini dibangun ditas

Tata Ruang pengawasan

Peraturan D3 io Decidendi
Putusan Ma or: 56/PUU-
XIV/2016 be

Tata Ruang

Wewenang,
Konsep Pena R Ke flaan otonomi

daerah memb

tingkat lokal. Sehingga C dn penataan ruang yang bersifat
botton up diharapkan akan menjadi peluang bagi permasalahan penataan ruang
tingkat lokal. b) Prinsip Kesatuan Aturan, Kepentingan Umum, dan Perlindungan
Hak Asasi Manusia harus dipahami sebagai satu batang utuh tinjauan, yang harus
digunakan secara bersamaan dan mesti diwujudkan dalam penyempurnaan UU

Pemerintahan Daerah, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU Mahkamah Agung.

25



Dan c¢) Akibat hukum dari Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No.
56/PUU-XIV/2016 harus disertai dengan penguatan executive preview, pada
mekanisme persetujuan substansi maupun evaluasinya.

Merujuk pada penjelasan-penjelasan ini dapat dilihat bahwa, pertama,
penelitian terdahulu baik berbentuk Tesis, atau Disertasi dengan tema pembahasan

penataan ruang cenderung melakukan mengusung isu penegakan hukum dan

diusung di d 1t il2 pnataan ruang

itu sendiri.

cenderung m: mbi CT : chjadikar [data-data yang
diperoleh da - a méfinjau kembali
anlah sebuah
) sumber data
yang digunal g ang meliputi

bahan hukun bervariatif,

teorl yang dlt-“
penelitian hukum empiris 1t5e
Hukum, Teori Perlindungan Hukum, Teori Penegakan Hukum, Teori Negara
Hukum, Teori Wewenang, Teori Pengawasan, dan Teori Peraturan Perundang-
undangan sebagai pisau analisis dalam penelitian mereka. Sedangkan teori yang

digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan Ekologi, Teori Perundang-

undangan, dan Teori Penafsiran Hukum.

26



F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Bagian ini akan menjelaskan tentang dua hal, yaitu kerangka teori, dan
kerangka konseptual penelitian ini. Bagian pertama pembahasan ini akan
menjelaskan mengenai kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk

menganalisis topik penelitian. Artinya pada bagian pertama ini, akan menjelaskan

kedua pembdlaSami ko 1 : 3 dp - tual enelitian ini.

Singkatnya b

l. Kera
a. Keadi

Glees asarkan pada
beberapa pri he fullness of
its own for. menikmati
kuberlimpahan bel luas makna diri

(self) yang selam ini menjadie antara manusia dan makhluk
hidup non manusia. Seluruh makhluk hidup berhak untuk disebut sebagai self

karena nilai intrinsik yang mereka miliki. Mathews’> mengemukakan bahwa nilai

intrinsik makhluk hidup adalah kapasitasnya untuk mendefinisikan diri sendiri

74 Gleeson and Low, Hlm.156.

75 Freya Mathews, “The Ecological Self” (London, 2006),
https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/978020300974 1/ecological-self-freya-
matthews.
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tanpa ada paksaan dari faktor eksternal. Sedangkan kemampuan berpikir yang
dimiliki oleh manusia merupakan sebuah proses yang sangat tergantung dengan
rangsangan dari luar diri. Kedua, all life forms are mutually dependent and
dependent on non-life forms (seluruh bentuk kehidupan saling tergantung kepada
bentuk non-Life). Prinsip yang kedua ini menegaskan bahwa manusia bukanlah

satu-satunya makhluk hidup yang memiliki hajat atau kepentingan terhadap

lingkungan untuk . Prinsip ini juga

menyiratkan sama atas

lingkungan, | p merupakan

karunia dari bleh manusia.
Seyogyanya,
kepentingan thi
Denga
manusia dan
lingkungan

anya manusia

yang tidak b ain. Makhluk

hidup harus dimasukkan K¢ 02 ngan moral, karena mereka
memiliki nilai intrinsik yang sama dengan manusia. Kedua, memperluas
lingkungan seosial, bararti memasukkan dunia non-manusi ke dalam lingkungan
sosial. Sebuah fakta yang tidak dapat disangkal oleh manusia modern hari ini
adalah manusia dan makhluk hidup selain manusia beserta lingkungannya saling

berinteraksi. Interaksi yang terjalin selama berabat-abat itu telah mempengaruhi
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peradaban manusi dan memperlihatkan relasi saling membutuhkan antara

keduanya. Dengan demikian Glesson dan Low sepakat dengan Merchant ’® yang
menyatakan bahwa relasi manusia dan makhluk hidup selain manusia beserta
lingkungannya harus didasarkan pada partnership ethic. Partnership ethic ini
dibangun di atas empat sila:

1. Kesetaraan antara komunitas manusia dan selain manusia;

Baxte 3 Tt ’ ipdkenalkan oleh
Gleeson & ekologis itu,

tidak sebatas h ekosistem,
ruang ekolog . ' eadilan yang
dikenalkan o 0 ess. Namun,
distributive jus kanlab . ang memandang

i 4

keadilan sebagai fairness,

seaga.i_ impartiality, yang
diperkenalkan oleh Berry”. Ia mendalilkan bahwa ketentuan yang adil akan dapat

diterima oleh seluruh orang yang bebas, tanpa dipengaruhi oleh konsep keadilan

76 Carolyn Marchant, Radical Ecology: The Search for a Livabele World, 2nd ed. (New
York: Routledge Taylor & Francis Group, 2005).

77 Baxter, A Theory Ecol. Justice.

8 Rawls, “A THEORY OF JUSTICE (Rvised Edition).”

" Barry, Justice As Impartiality.
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yang diyakininya akibat pengaruh ideologi, agama, sosial dan budaya, melainkan
keadilan yang berada ditengah-tengah itu semua. Oleh karena itu, distributive
Jjustice yang dimaksud oleh Baxter adalah pendistribusian keadilan kepada seluruh
makhluk hidup tanpa memihak kepada kepentingan manusia atau makhluk hidup
non manusia, keadilan yang mempertemukan dua kepentingan itu. Oleh karena

itu, Wienhues® menegaskan bahwa distributive justice dalam teori keadilan

Dalan il sebagai teori
dasar. Hal i , di samping
ini adalah
bagaimana pen Ald) o Captd : engatasi konflik
kepentingan pembangunan : a 1ng-E1.1r.1-gPan hidup, penulis
juga meyakini bahwa pengaturan penataan ruang tidak hanya berimplikasi

pertumbuhan ekonomi, namun juga akan berdampak pada tersedianya lingkungan

hidup yang baik dan sehat yang juga merupakan hak dasar manusia. Kedua, teori

8 Anna Wienhues, Ecological Justice and the Extinction Crisis Giving Living Beings
Their Due, Bristol University Press, 1st ed. (Abingdon, UK: Bristol University Press, 2020),
https://doi.org/10.56687/9781529208528.
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keadilan ekologis merupakan kristalisasi moral manusia dalam berinteraksi
dengan makhluk hidup non manusia, serta lingkungannya. Dalam sudut pandang
teori ini relasi manusia, makhluk hidup non manusia dan lingkungan harus
didasari oleh partnership ethic. Dan ketiga, Teori ini memegang tegas prinsip
bahwa a) seluruh makhluk hidup memiliki hak yang sama atas manfaat

lingkungan hidup, dan b) seluruh makhluk hidup seling tergantung satu sama lain

am penelitian
ini, akan digunika | : ar' i : anl fhang di dalam
UU No. 6 Te ' . san masalah
pertama danjidec ; WA afl} jpermasalahan
pertama, pentlis an pehataan ruang di
dalam UU N ; ngakbi . akhlukffdup memiliki
hak atas manifa . nataan ruang
dalam UU N, 3 i gungan secara

adil bagi \ tiga, apakah

hidup selain manusia dari diskriminasi dalam melakukan pendistribusian manfaat
lingkungan.
b. Teori Perundang-Undangan

Penulis meyakini bahwa pengaturan penataan ruang merupakan norma

yang mengatur hubungan manusia dan makhluk hidup non manusia dengan
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lingkungannya, serta norma yang mengatur perihal pendistribusian manfaat
lingkungan bagi manusia dan non makhluk hidup non manusia. Perihal norma,
Asshiddigie®' telah menyarahkannya dengan terang. Norma itu merupakan
pelembagaan nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan tentang nilai baik dan
buruk. Tata aturan itu berisi perintah, anjuran, dan kebolehan untuk melakukan

atau meninggal atau meninggalkan suatu perbuatan. Sehingga secara garis besar

konteks peng : : frnlor um, dimana
obligattere, idak bersifat
volunteer me i ] jannya adalah
kedamaian kg
kedamaian béis i ras-tugas dari

norma huku i ' : Ko Hkeadilan, dan

kebermanfaat

"y -~

cabang, bagian, segi atau s Ahuan yang bersifat kognitif,
terutama mengenai serangkaian pemahaman-pemahaman dasarnya. Kedua, kata

perudang-undangan itu mengacu pada a) keseluruhan peraturan perundang-

undangan negara, dan b) kegiatan pembentukannya. Maka dari itu ia

81 Jimly Asshiddigie, Perihal undang-undang, 5th ed. (Rajawali Pers, 2020), Hlm. 2.

82 A Hamid S. Attamimi, “Teori Perundang-Undangan Indonesia: Suatu Sisi Ilmu
Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia Yang Menjelaskan Dan Menjernihkan Pemahaman”
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, April 25, 1992).
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menyimpulkan bahwa teori perundang-undangan merupakan cabang atau sisi dari
ilmu pengetahuan perundang-undangan, yang bersifat kognitif dan berorientasi
pada mengusahakan kejelasan dan kejernihan pemahaman, khususnya
pemahaman yang bersifat mendasar di bidang perundang-undangan.

Teori perundang-undangan adalah bagian dari ilmu perundang-undangan

yang bersifat interdisipliner. Ilmu perundang-undangan membahas tentang

tidak dapat dipj§ahkan dari dimensi i olitiihtu terdiri dari

yang berorie i akup proses,
metode, dan tekil dahgan ’ . (npulkan bahwa
dalam pekarangan ilmu perudan perundang-undangan bertujuan

untuk menjelaskan dan menjernihkan pemahaman terhadap sebuah peraturan

perundang-undangan sebagai sebuah produk keputusan negara.

2

8 Fakhry Amin, “Ilmu Perundang-Undangan Sebagai Disiplin llmu Hukum,” in Ilmu
Perundang-Undangan, ed. Anik Iftitah, I (Cengkareng: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), HIm. 3.

8 Asshiddiqie, Perihal undang-undang, Him, 9.

8 Nelvitia Purba, Mukidi, and Sri Rizki Hayaty, Teori Peraturan Perundang-Undangan,
ed. Muhlizar, I (PT AA. Rizky, 2022).
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Untuk mendapatkan kejernihan pemahaman terhadap sebuah peraturan
perundang-undangan itu, ada beberapa hal yang harus dipahami. Pertama,
peraturan perundang-undangan adalah norma eksternal, karena bersifat heteronom
(muncul dari luar seseorang). Sidharta®® menjelaskan bahwa undang-undang
adalah nomos yang telah diposititkan, dan disesuaikan dengan kepentingan

penguasa. Sehingga, sebagai bentuk positif dari nomos yang telah disortir oleh

mengatakan § at bergantung

pada bentuk okratis, maka
akan respons a kekuasaan
politiknya ac

kebutuhan

pakan sebuah

keputusan né hal Undang-

Undang-nya merijg
LT
yang mengikat subjeknya

Cputusan negara
"y -~

berupa keharusan, larangan
9 9

dan pengizinan. Subjek hukum itu sendiri dapat bersifat umum dan abstrak, atau

8 Shidarta, IImu-Ilmu Empiris Tentang Hukum Penerapannya Pada Kajian Sosio-Legal, 1
(Jakarta: Kencana, 2024).

87 Asshiddiqie, Perihal undang-undang, Hlm. 32.

88 Gazali, Pengantar llmu Perundang-Undangan, ed. Bahtiar, I (Mataram: Sanabil, 2022).

8 MD Mahfud, Politik Hukum Di Indonesia, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta lim, 5th
ed., vol. 12, 2020.

%0 Asshiddiqie, Perihal undang-undang.
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individu dan konkret. Hal ini tidak terlepas dari sifat dari norma hukum dalam
keputusan itu sendiri, adakalanya norma itu bersifat umum dan abstrak, dan ada
kalanya juga bersifat individual dan konkret. Dalam hal norma yang mengatur itu
bersifat umum dan abstrak, maka keputusan itu akan bersifat mengatur (regeling)
dan jika sebaliknya, maka keputusan itu akan bersifat penetapan (beschikking)

atau keputusan (vonmis). Keputusan yang regeling itu, sejatinya merupakan

kewenangan legislati ) gddang paskd@sus lembaga eksekutif
dan yudikatif{ju 3 diiz pleh undang-
undang. | |

Apa y ij : putusail fyang bersifat
regeling mengatakan
bahwa Atta awidjaj dliingen sebagai
perundang-uni a - gan. cdarfgkan ia sendiri
lebih memil 1gan  sebagai

terjemahan d a, perundang-

undangan itu | I/MPR/2000,

peraturan perundang-undangan itu dapat diidentifikasi dengan memastikan: a)
bahwa peraturan perundang-undangan itu merupakan keputusan tertulis pejabat

atau pejabat yang berwenang, b) yang berisi aturan tingkah laku mengenai hak,

o1 Syihabudin Syihabudin, “Kajian Terhadap Jenis Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
Undangan Indonesia,” Jurnal Hukum [US QUIA IUSTUM 10, no. 23 (May 17, 2003): 4671,
https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss23.art3.

92 Gazali, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan.
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kewajiban, fungsi, status, atau satu tatanan yang mengikat secara umum dan c)
norma dalam aturan-aturan itu bersifat abstrak dan umum.

Asshiddigie®® mengingatkan beberapa hal penting tentang ini. Peraturan
perundang-undangan sebagai sebuah keputusan tertulis yang mengatur perilaku
manusia sebagai mana yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dikelompokkan

ke dalam empat kategori: Pertama, peraturan perundang-undangan yang bersifat

sebelum pera
berisi tentang

peraturan ya:

itu mesti me k, sehingga
satu perbuata Sedangkan
keumunanny3# . saja. Kedua,
peraturan p kekhususan

kekhususan wilay® Tk [ICT [0an yang bersifat
ey ) RANE
khusus karena kekhususan dayas nal regulation.

Ketiga, undang-undang sebagai legislative act yang mengikat merupakan

bagian dari tatanan norma positif dalam sebuah negara dapat disusun dengan

93 Asshiddiqie, Perihal undang-undang, Hlm. 9.
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menggunakan beberapa ukuran. Muhtadi®* menyebutkan di samping nama Hans
Kelsen, masih ada nama Hans Nawiasky dan Adolf Mirakel yang meletakkan
perhatian terhadap tingkatan norma dalam sebuah negara. Dalam pandangan
Adolf Mirakel®®, sebuah norma hukum memiliki dua wajah, di satu sisi ia
merupakan turunan dari norma yang lebih tinggi, dan pada saat yang sama ia juga

merupakan sumber bagi norma hukum yang lebih rendah. Padangan ini terkesan

material (sul b administratif

% Muhtadi Muhtadi, “Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia,”
FIAT JUSTISIA:Jurnal Illmu Hukum 5, no. 3 (2014),
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5n03.75.

% Della Sri Wahyuni, “Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPR/MPRS) Dalam Sistem Ketatanegaraan
Republik Indonesia” (Universitas Indonesia, 2012), Hlm.13.

% Hans Kelsen and A. Javier Trevino, General Theory of Law and State (United States of
America: Transaction Publishers, 2005), Him. 124.

%7 Riana Susmayanti, “Norma Hukum Dalam Peraturan Perundang- Undangan,” in Ilmu
Perundang- Undangan, ed. Anik Iftitah (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), Him. 20-21.

%8 Asshiddiqie and Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, HIm 104-105.

37



lembaga peradilan, dan b) formal (adjctive) yang menentukan jenis organ
peradilan dan aturan yang harus diikutinya®.

Melanjutkan apa yang dijelaskan oleh gurunya, Hans Kelsen, Hans
Nawiasky, mengatakan bahwa hierarkis norma hukum itu terdiri dari kelompok a)
staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara), b) staatsgrundgezets (aturan

dasar negara), ¢) formaile gezets (undang-undang formal), dan d) verordnung &

¢
i
alr'o

rdnung & aute

General The
Indonesia seb ] png nomor 12
Tahun 2011
Nomor 13 Tahun 2022 tentang as na;l‘g-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah a) UUD

1945, b) ketetapan MPR, c) UU/ Perppu, d) PP, e) Pepres, f) Perda Provinsi, g)

9 Kelsen and Trevino, General Theory of Law and State, Him 129.

100 Bayy Dwi Anggono, “Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-
Undangan: Permasalahan Dan Solusinya,” Masalah-Masalah Hukum 47, no. 1 (2018),
https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.1-9, HIm. 6.

101 Kelsen and Trevino, General Theory of Law and State, Hlm. 124.
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Perda Kabupaten/ Kota, dan h) peraturan-peraturan lembaga yang dibuat oleh
lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif sepanjang peraturan-peraturan tersebut
diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Berdiri di
atas teori yang diajukan oleh Kelsen, maka akan dapat disimpulkan bahwa norma
hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berhulu

pada norma hukum yang terdapat di dalam konstitusi. Dan peraturan pelaksana

sebagai konsfifisi. BerdaSarka i WA yakini bahwa
hulu dari : . C adalah 1.9 pkan Kelsen
mempercayaij s : sia "adal: D45. Kendati
demikian, se : i ' A erat Perundang-
Undangan yang i i an yalg lebih tinggi
sebagai sumb

am kacamata
teori perunda Atk ; eksternal, b)
bersifat meng . gislatif yang
f (act, UU No. 6

o~

Tahun 2023, mesti tunduK pada ferarki I.lorma milik Kelsen
ataupun muridnya Nawiasky. Dalam kacamata hierarki norma milik Kelsen UU
No. 6 Tahun 2023 merupakan general norm yang mesti tunduk pada ground
norm. Sedangkan berdasarkan konsep hierarki norma Nawiasky undang-undang

ini merupakan formaile gezets yang tidak dibenarkan untuk berseberangan dengan

batang tubuh UUD 1945 (staatsfundamentalnorm), apalagi dengan Pancasila atau
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pembukaan UUD 1945 (staatsgrundgezets). Tidak semata batang tubuh UUD
1945, bahkan Pancasila beserta Pembukaan UUD 1945 mengakui kesejahteraan,
kemakmuran, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan
hak dasar manusia yang tidak dapat dikurangi atau dirampas oleh siapa pun dalam
kondisi apa pun.

Kegunaan teori perundang-undangan dalam penelitian ini adalah untuk

Pancasila. Te : . i ¢ ab rumusan-

rumusan mas atae ckspligit] dapat dilihat

bahwa baik i 108 5 I 45 menuntut

negara ini , ; i ruang yang
tidak semat: \ namun juga

Ypotis

ckologi, yaitu terwujudnya

Nrex

penulis yakini, sej alan

pemanfaatan lingkungan yang adil bagi seluruh makhluk hidup.

c. Teori Penafsiran Hukum
Teori keadilan ekologi dan teori perundang-undangan yang digunakan
dalam penelitian ini lumpuh tanpa kehadiran teori penafsiran hukum. Keyakinan

ini didirikan di atas beberapa alasan. Pertama, di samping kristalisasi moralitas
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manusia beradab, hukum juga merupakan kehendak dari penguasa yang perlu
ditafsirkan. Dengan keberadaan teori penafsiran ini norma pengaturan penataan
ruang dalam UU No. 6 Tahun 2023 dapat dikeluarkan. Setelah norma itu
dikeluarkan dari penjaranya, bahasa hukum atau bahasa undang-undang, barulah

dapat didiskusikan lebih jauh dengan teori keadilan ekologi ataupun dengan teori

perundang-undangan.

102 J.W. Harris, “Law and Legal Science : An Inquiry into the Concepts Legal Rule and
Legal System,” 1979, Hlm. 25,
https://www.semanticscholar.org/paper/5949de2e49bd368b762234b9¢971f1df04a33318.

103 Jimly Asshiddigie and M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat
Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI (Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi RI, 20006), Hilm. 13,
http://www.pusdikmin.com/perpus/file/ TEORI_ HANS KELSEN TENTANG HUKUM.pdf.
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Ketiga, Hukum itu merupakan simbol kehendak penguasa dan sangat sarat
dengan muatan politis'®, yang diterjemahkan ke dalam bahasa tertulis, undang-
undang. Sebelum adanya sebuah aturan tertulis, perilaku sosial berjalan di atas
nomos, kebiasaan tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak (pattern of
behaviuor). Nomos adalah sumber materiil bagi hukum, namun dalam proses

positifikasi, yang diubah, dan disaring sesuai dengan kehendak kekuasaan!'®,

istilah bahasd fhukum¢#e An ing'% untuk
merumuskan \ _ yildpulkan bahwa
bahasa huku i : 3 acak melalui
pemilihan ka hingga untuk
menangkap dang-undang,
yang merup penafsiran

pafsirkan tapi

juga bertujua g dalam teks

104 T Dewa Gede Atmadja and 1 Nyoman Putu Budiartha, Teori-Teori Hukum (Malang :
Setara Press, 2018).

195 Shidarta, [lmu-Ilmu Empiris Tentang Hukum Penerapannya Pada Kajian Sosio-Legal,
I (Jakarta: Kencana, 2024), Him. 27-31.

106 Wiwik Harjanti, “Bahasa Hukum Dalam Perspektif Rasionalisme,” Risalah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 6, no. 1 (2010): Him. 31.

107 Nurul Qamar and Hardianto Djanggih, “Peranan Bahasa Hukum Dalam Perumusan
Norma Perundang-Undangan,” Jurnal llmiah Kebijakan Hukum 11, no. 3 (2017): 337-47.

18 Shidarta, “Laws of Language and Legal Language: A Study of Legal Language in
Some Indonesian Regulations,” Humaniora 8, no. 1 (January 31, 2017): 97,
https://doi.org/10.21512/humaniora.v8i1.3700.
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hukum. Aharon Barak'?’

mendefinisikan penafsiran hukum merupakan aktivitas
rasional yang memberikan makna, norma, terhadap teks-teks hukum. Bersandar
teguh atas definisinya itu, ia menetapkan batasan kegiatan interpretasi hukum
yang menjadi standar sebuah kegiatan dapat dikatakan sebagai sebuah kegiatan

penafsiran hukum. Pertama, kegiatan penafsiran bertujuan untuk menyelesaikan

pertentangan internal dalam sebuah teks hukum. Kedua, memberikan makna

menyelesaikahjpe , cul! : il §yang berbeda.
Bisa atau tid i Ak i oleh negara.
Ketiga, kegiatdwi Ku ka asli (secara

sempit) yanghjte 3 cum, dan, b)

lengkap. Day : ) bahwa objek

kajian dari \ nnya adalah

menemukan normie | -5 S g (
)
T pree
Penafsiran sebua - egiatan yang terbatas pada

teks. Melanjutkan penjelasan Barak (2005) kegiatan interpretasi merupakan
tindakan konstitusional. Artinya kegiatan yang memiliki dasar hukum yang kuat,

sepanjang kegiatan ini tidak menciptakan teks hukum baru. Kerja mufasir akan

199 Aharon Barak, Purposive Interpretation in Law (Princeton: Princeton University Press,
2005), https://doi.org/10.1515/9781400841264-002.
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berakhir pada saat ia berhasil mengeluarkan norma hukum yang terkandung di
dalam sebuah teks hukum. Oleh karena itu wajar saja jika Hosnah, Wijanarko, dan
Sibuea''® mengkhususkan kegiatan interpretasi hukum sebagai kegiatan
menafsirkan kaidah hukum dalam konteks Ilmu Hukum Dokmatik. Sidharta'!!
menjelaskan bahwa ilmu hukum dokmatik merupakan sebuah ilmu praktis yang

bertanggung jawab untuk menjawab permasalahan hukum yang diajukan oleh

, dan Sibuea,
menafsirkan gan, bahkan
kontrak) ha iawali dari 18 2 apdd ini, kegiatan

acam makna,
tergantung y dikutip olah
Hosnah, Wijz kum bekerja
untuk meng dapat keluar
dari sana. Se¢ g-undang, si
penafsir juga tidak positif yang ia
tafsirkan.

Setelah berawal dari kegiatan memaknai aturan hukum, tahapan
selanjutnya adalah memperhatikan internal undang-undang atau peraturan

perundang-undangan. Pada tahapan ini, mufasir akan lebih meletakkan

110 Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, and Hotma P. Sibuea, Karakteristik Ilmu
Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, ed. Diah Safitri, I (Depok: Rajawali Pers, 2021),
Hlm. 95.

U Shidarta, lImu-llmu Empiris Tentang Hukum Penerapannya Pada Kajian Sosio-Legal.
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perhatiannya pada bahasa atau teks peraturan perundang-undangan. Setiap kata
yang digunakan dalam poin, ayat, dan pasal harus dipahami berdasarkan konteks
peraturan perundang-undangan itu. Sehingga pada tahapan ini, seorang mufasir
harus memperhatikan latar belakang (konteks) sejarah kelahiran peraturan
perundang-undangan itu, karena sebuah peraturan perundang-undangan

merupakan produk masa atau zamannya. Sehingga dengan memperhatikan teks

menyeret kel
perundang-u
mulai untuk
mufasir harus
(perintah, lar
dapat dikelua
mengambil

2 sebagai alat

"y -~

mengungkap maksud pembuit gan rﬁ-efa.kukan pengamatan
terhadap sejarah UU No. 6 Tahun 2023. Rampungnya pekerjaan ini ditandai
dengan telah disimpulkannya a) apa yang mendasari lahirnya, b) apa yang
menjadi motif dari pembentukan, dan c) apa yang menjadi tujuan dari pemerintah

membentuk undang-undang ini. Setelah pekerjaan pertama ini mencapai

batasannya, maka tahapan kedua yang akan dilakukan dalam mengkaji internal
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pengaturan penataan ruang dalam UU No. 6 Tahun 2023. Artinya, peneliti akan
fokus untuk membahas bahasa hukum atau bahasa dari masing-masing poin,
angka, ayat dan pasal-pasal UU Penataan Ruang yang diubah oleh Pasal 17 UU
No. 6 Tahun 2023. Tahapan kedua dari kegiatan penafsiran ini akan diawali
membahas setiap poin, angka, ayat dan pasal-pasal itu secara gramatikal. Secara

gramatikal kalimat normatif (atau bahasa undang-undang) akan disusun oleh

masing-masit G : } i kKdlbmpokkan ke
dalam kalim rmati : Jalah subjek,

predikat, objckijde ; : ihlifakan berakhir

2. Kera:
Judul Bpe 1 terdiri dari

beberapa ko 951 ATITTSt bual penclitian, e yang penting

an''®. Dengan

adanya konsep,éﬁga_)‘;l(g : bagikpentClitiannya. Semakin

jelas sebuah konsep dalam sebuah penefitian, maka akan semakin rapi pagar itu.

114

Gunardi " menerangkan bahwa konsep sebagai bahan baku pengetahuan, secara

sederhana dapat diartikan sebagai pengertian, dan secara lebih luas konsep

12 Shidarta, Loc., Cit.

113 Mukti Fajar Nur Dewata and Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif
Dan Empiris, Yogyakarta. Pensil Komunika, vol. 1, 2010.

14 Gunardi, “Kerangka Konsep Dan Kerangka Teori Dalam Penelitian Ilmu Hukum,”
Eisei Kagaku 3, no. 3 (1985).
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merupakan abstraksi dari sebuah teori. Sehingga dengan jelasnya konsep-konsep
yang terdapat di dalam sebuah penelitian maka akan semakin jelas pula bahan
yang akan digunakan, data yang akan dicari, dan teori yang akan digunakan atau
dirujuk oleh seorang peneliti''°. Berangkat dari hal ini, maka dapat dilihat bahwa
di dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep, yang menjadi dasarnya yaitu:

keadilan ekologi, penataan ruang, dan UU Cipta Kerja.

a.

dari dua kata S@Buah kata sifat

yang berarti § ara tumbuhan
dan makhluk ingga secara
sederhana, katé yang terjadi
antara makhlld hid ingk justice: rupakan kata
benda yang diS pat diartikan

sebagai me : manusia dan

Penataan ruang adalah®s: plementasi kedaulatan Negara
atas Bumi dan Air beserta kekayaan yang terkandung di dalamnya, yang tertuang
dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penataan Ruang merupakan satu sistem

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian manfaat ruang!''®.

115 Fajar Nur Dewata and Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.
116 Lihat perubahan Angka 5 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang, yang telah diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang
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Ruang itu sendiri meliputi; permukaan bumi, bagian tubuh bumi yang berada di
bawah permukaannya, serta bumi yang berada di bawah air, perairan pedalaman,
dan laut wilayah Indonesia, dan ruang yang berada di atas bumi, dan ruang yang
berada di atas permukaan perairan dalam, dan laut Indonesia yang disebut ruang

117

angkasa''’. Keseluruhan bagian rinci ini, sebagai sebuah satu kesatuan, disebut

sebagai ruang yang menjadi wadah tempat manusia dan makhluk hidup selain

8 Dengan

demikian Pe negara untuk
melakukan p ruang yang
merupakan itu manusia
ataupun makl

c. Undat

Indonesia. Bg
regulatocrac

memberikan depan sidang

diubah kembali oleh PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan
menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

117 Lihat Pasal 1 Ayat (2) sampai dengan Ayat (6)

118 Lihat perubahan Angka 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang, yang telah diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang
diubah kembali oleh PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan
menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

19 Shanti Dwi Kartika, “POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA,”
Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis XII, no. 20 (October 2020): 1-6,
https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info Singkat-XII-20-11-P3DI-Oktober-2020-
210.pdf.
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kekusutan regulasi yang berakibat terjadinya tumpang tindih regulasi. Sehingga
undang-undang menjadi tidak relevan lagi, dan tidak efektif dalam penerapannya,
dan keadaan ini berdampak pada berbelit-belit proses birokrasi dan ketidakpastian

investasi!?°

, yang tidak baik bagi pertumbuhan ekonomi dan penyuburan
ekosistem investasi Indonesia. Untuk mengurai kekusutan ini presiden terpilih itu,

pada saat pidato pelantikannya, memperkenalkan metode omnibus law.

hyper-regula sebuah kotak

yang menga ku dan jenis-
jenis yang beth dari sebuah
produk und plam konteks
pertumbuhan \ Cipta Kerja
yang dirancang ‘(¢ . : fntuk menciptakan

Wiy

efisiensi regulasi untuk™ menk

ekonomi dan penyuburan

ekosistem investasi.

G. Metode Penelitian

120 Bayu Dwi Anggono and Fahmi Ramadhan Firdaus, “Omnibus Law in Indonesia: A
Comparison to the United States and Ireland,” Lentera Hukum 7, no. 3 (2020),
https://doi.org/10.19184/ejlh.v7i3.19895.

121 Anggono and Firdaus.
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Pada bagian ini peneliti akan menguraikan cara penelitian ini akan
dilakukan, atau metode dari penelitian ini. Metode penelitian merupakan salah
satu dari tiga komponen penting dalam merancang sebuah penelitian. Metode itu
sendiri merupakan cara mencari dan menemukan pengetahuan baru untuk
menjawab permasalahan'??. Dan keabsahan hasil sebuah penelitian juga sangat

ditentukan oleh metode yang digunakan. Untuk menentukan metode penelitian

Dalam penelifigh ' yaitu pefielitian hukum
normatif dan i C : dalah norma
hukum positi pedoman dan
tuntunan berp eneliti hukum
dari sudut p da 1ydfdalah norma

hukum itu se dang tatanan

norma huku tor sosial'?®,
Dengan de s merupakan
kegiatan me annya adalah

122 Qulistyowati Irianto and Shidarta, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi,
Yayasan Obor Indonesia, 2011. h.97.

123 Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, and Hotma P. Sibuea, Karakteristik Ilmu
Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, ed. Diah Safitri, I (Depok: Rajawali Pers, 2021),
Him. 243.

124 Hosnah, Wijanarko, and P. Sibuea, Hlm. 12.

125 T Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi
Teori Hukum, III (Jakarta Timur: Renadamedia Group (Divisi Kencana), 2019), Him. 12.

126 Hosnah, Wijanarko, and P. Sibuea, Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian
Hukum Normatif, Him. 104.
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sikap dan perilaku sosial terhadap hukum'?’

. Berangkat dari penjelasan ini
penelitian ini akan menjelaskan a) bentuk atau tipe penelitian, b) jenis dan sumber

data, c) sifat penelitian, d) Pendekatan penelitian, e) teknik pengumpulan data, f)

pengolahan dan analisis data yang akan digunakan, dan g) sistematika penulisan

tesis.
1. Tipe Penelitian

Penelitian ini f menjadikan Pasal 17
UU NO. 6 rzuki (2005)
penelitian hu ) hukum yang
ia artikan s¢ . Kebenaran
koherensi yat b) kesesuaian
norma yang m, serta c)
kesesuaian t p hukum. Ia
meyakini ba yakan sebuah
proses mene perundang-
undangan un api Marzuki,
Soekanto dan M ) - alkan.ballwva Kum normatif itu

dilakukan dengan cara meneli

127 Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum,
Hlm. 12.

128 Mahmud Marzuki, Penelitan Hukum, HIm. 55.

129 Mahmud Marzuki, Hlm, 35.

130 Theresia Anita Christiani, “Normative and Empirical Research Methods: Their
Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object,” Procedia - Social and Behavioral
Sciences 219 (May 2016): Hlm. 203, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006.

131 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, Metodologi Riset Hukum, ed.
Sarjiyati, I (Karanganyar, 2020), Hlm. 29.
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2. Sifat Penelitian

Penelitian ini  bersifat deskriptif, atinya penelitian ini akan
menggambarkan atau menjelaskan secara konkret tentang keadaan objek atau
masalah yang diteliti. Penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif ini
dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap data secara detail, dan hanya

sekedar menjelaskan gambaran keadaan objek permasalahan.

3. Pendekatan Pedeliti

Penel al approach)

yang berarti r berkembang
dalam diku enggunakan
pendekatan perundang-

undangan y itiannya dari

pandangan-pz um'*3. Maka

dari itu, dal s dilakukan

oleh peneliti
4. Jenis

Penelitiz?\ . alahsehyr: Ke¢pustakaan, oleh
‘--P
karena itu dalam penélitian digunakan hanyalah data

sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Armia'®® menjelaskan bahwa bahan hukum primer adalah sumber hukum yang

132 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, | (Mataram University Press, 2020).

133 Mahmud Marzuki, Loc., Cit, Him. 177-178.

134 Mahmud Marzuki, Ibid, Hlm. 239.

135 Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum, ed.
Chairul Fahmi, I (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022),Hlm. 12-13.
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mengikat yang meliputi a) norma atau kaidah dasar dalam pembukaan UUD1945,
b) peraturan dasar, ¢) Peraturan Perundang-Undangan, d) bahan hukum yang tidak
termodifikasi, €) Yurisprudensi, dan f) traktat. Sedangkan bahan hukum sekunder
yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,
meliput a) rancangan undang-undang, b) hasil penelitian, ¢) karya dari kalangan

hukum, dan d) pendapat pakar hukum. Berdasarkan penjelasan ini yang menjadi

Ruang, UU Pk 17 : Y enjadi bahan

hukum seku iti bahan' 0 i kdn] bahan-bahan

Penel ang berbasis
pustaka, aka ikum primer,
sekunder, da primer terdiri
dari a) pemb batang tubuh
UUD 1945 d ¢) peraturan
perundang-u eperti hukum
adat, e) yurlsp a‘{an sejarah yang
masih diakui keku;&ﬁ uku pahan .hukum primer juga

terdapat bahan hukum sekunder, yang oleh Armia di definisikan sebagai bahan
yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer, seperti a) rancangan undang-
undang, b) hasil penelitian, c) publikasi ilmiah tentang hukum, dan d) pendapat

pakar. Kemudian bahan hukum yang terakhir adalah bahan hukum tersier yang

136 Armia, Hlm.12.
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merupakan penunjang bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Biasanya bahan hukum ini merupakan a) bahan hukum yang memberikan
petunjuk bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan b) bahan-
bahan primer, sekunder, ataupun tersier di luar kajian hukum yang digunakan oleh
peneliti hukum untuk menunjang penelitiannya. Bahan hukum tersier jenis

pertama mencakup kamus (hukum), abstrak perundang-undangan, bibliografi

5. Tekni

Inven asi hay : 2 igdfakan untuk
mengumpulkanfd X iti . Seperti kata

inventarisasi

penelitian-pej

138

sebuah kegia sistematis ~°.

Kegiatan inven ] aMmd-tain 0T #®ntifikasi terhadap
K

™y -~

pasal-pasal dalam Pasa 85 ini akan dilakukan dengan
melakukan pendekatan sintaktika, guna memisahkan pasal-pasal yang ditulis

dalam pola kalimat berita (informatif) dan pasal yang ditulis dengan pola kalimat

normatif. Kemudian, pada tahapan selanjutnya, pasal-pasal yang telah

137 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, ed. Oksidelfa Yanto, I (Tangerang Selatan:
Unpam Press, 2018), Hlm. 78.

138 Sheyla Nichlatus Sovia et al., Ragam Metode Penelitian Hukum, I, vol. 2022 (Kediri:
Lembaga Studi Hukum Pidana), Hlm. 39.
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terkelompok itu akan kembali dianalisis secara semantiki untuk melihat makna
konotatif dan denotatifnya. Pada tahapan terakhir, bahan hukum primer yang telah
diperoleh itu, akan dianalisis kembali secara pragmatika untuk menemukan makna

kontekstual dari masing-masing pasal.
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